SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi,
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta agar
penyajian pelaporan keuangan sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan, Peraturan Wali Kota Madiun
Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan situasi dan
kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia
Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3244);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011
tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019
tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);

17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 2/D, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 108);

19. Peraturan Walikota Madiun Nomor 76 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan
Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota
Madiun Tahun 2022 Nomor 76/G);

20. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 67 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan
Penerimaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Berita
Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 67/G);

21. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 70 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan
Pengeluaran Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Berita
Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 70/G);

22. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 80 Tahun 2023 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 80/G);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 80 TAHUN 2023 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.
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Pasall

Ketentuan angka 81, angka 82, angka 85, dan angka 120
Lampiran XII Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 80
Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
(Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 80/G) diubah
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali

Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 13 Oktober 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 13 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
SOEKO DWI HANDIARTO u.b.
Kepala Bagian Hukum,
BERITA DAERAH KOTA MADIUN E E
TAHUN 2025 NOMOR 37/G "'?"

[=]

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009
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LAMPIRAN XII

PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 80 TAHUN 2023 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 11
AKUNTANSI ASET

Nilai Minimum yang Dikapitalisasi sebagai Aset Tetap

81. Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pengeluaran harus dikapitalisasi
sebagai aset tetap apabila pengeluaran tersebut dialokasikan dalam
anggaran belanja modal dan nilai minimum sebesar Rp500.000 (lima ratus
ribu rupiah) untuk aset tetap tanah, sebesar Rp1.000.000 (satu juta
rupiah) untuk aset tetap peralatan dan mesin, sebesar Rp10.000.000
(sepuluh juta rupiah) untuk aset tetap gedung dan bangunan, aset tetap
jalan, jaringan, dan irigasi, serta sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu
rupiah) untuk aset tetap lainnya berupa alat musik.

82. Apabila pengeluaran atas perolehan aset tetap yang dialokasikan dalam
anggaran belanja modal dan nilainya di bawah Rp500.000 (lima ratus ribu
rupiah) untuk aset tetap tanah, di bawah Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
untuk aset tetap peralatan dan mesin, di bawah Rp10.000.000 (sepuluh
juta rupiah) untuk aset tetap gedung dan bangunan, aset tetap jalan,
jaringan, dan irigasi, serta di bawah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)
untuk aset tetap lainnya berupa alat musik tidak perlu dicatat dalam

neraca tetapi cukup dicatat dalam buku ekstrakomptabel.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

85. Belanja modal merupakan pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset
tetap (dikapitalisir) apabila nilai asetnya minimum sebesar Rp500.000
(lima ratus ribu rupiah) untuk aset tetap tanah, sebesar Rp1.000.000 (satu
juta rupiah) untuk aset tetap peralatan dan mesin, sebesar Rp10.000.000
(sepuluh juta rupiah) untuk aset tetap gedung dan bangunan, aset tetap
jalan, jaringan, dan irigasi, serta sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu
rupiah) untuk aset tetap lainnya berupa alat musik. Pengeluaran yang
akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk

dalam kategori ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Setrtifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Penyusutan

120. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset
tetap tersebut, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain aset tetap dalam
renovasi dan alat musik, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap
dalam kondisi rusak berat/usang yang telah direklasifikasi ke kelompok

aset lainnya tidak disusutkan.

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

(=] i [m]

[=]

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009
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